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kaltengtoday.com – Tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan akan kembali melaksanakan 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada banyak desa hampir diseluruh wilayah 

kecamatan di kabupaten itu. 

Terkait pilkades serentak itu, Bupati Seruyan Yulhaidir akan memperketat aturan atau 

persyaratan utama bagi calon kepala desa yang ingin mengikuti proses pemilihan kepala desa. 

Bupati mengatakan, dimana nantinya warga desa yang akan mengajukan diri sebagai calon 

kepala desa, sebelumnya akan melalui tahapan uji kepatutan oleh Pemkab Seruyan yakni uji 

psikotes (kejiwaan) dan uji kemampuan intelektual serta wawasan pemahaman menyangkut 

desa. “Nanti kita akan bentuk tim penguji bagi yang ingin mencalon kepala desa. Tim ini akan 

langsung saya ketuai,” kata Yulhaidir di Kuala Pembuang, Selasa (10/3/2020). 

Lebih lanjut bupati menjelaskan, apabila selama uji psikotes dan uji kemampuan intelektual 

calon kepala desa itu sangat rendah, maka Pemkab Seruyan tak akan mengikutsertakan calon 

yang bersangkutan untuk ikut dalam pilkades. “Meski pendukungnya banyak, tapi kemampuan 

intelektualnya rendah, maka tak akan kita loloskan. Apalagi kalau yang bersangkutan itu tak bisa 

memahami atau tidak mampu mengelola keuangan desa,” ujarnya. 

Jadi lanjut bupati, persyaratan untuk jadi calon kepala desa tidak lagi seperti dulu atau 

sebelumnya. Dimana hanya berasal dari dukungan warga kemudian mendaftar, lolos tes 

kesehatan ataupun lolos dalam pemeriksaan berkas persyaratan lainnya. Tetapi sekarang akan 

digelar tes khusus oleh tim penguji dari Pemkab Seruyan. “Untuk pemilihan kepala desa serentak 

ini kemungkinan akan kita laksanakan pada triwulan keempat tahun ini,” terang Yulhaidir. 

Salah satu alasan diadakannya uji psikotes dan kemampuan intelektual ini, dikarenakan saat ini 

hampir seluruh desa-desa di Kabupaten Seruyan banyak menerima anggaran untuk pembangunan 

desa dalam jumlah yang besar. Tujuannya, agar dalam pengelolaan keuangan desa oleh kepala 

desa dapat dilakukan secara benar dan sesuai aturan. “Sebab saya tidak ingin ada kejadian lagi 

seperti dulu, ada kepala desa yang terjerat kasus hukum lantaran tak bisa mengelola keuangan 

desa dengan baik dan tidak berdasarkan aturan,” ungkapnya. 

Sumber berita: 

https://kaltengtoday.com/,  Pilkades Serentak 2020, Bupati Seruyan Perketat Persyaratan Calon 

Kepala Desa, Rabu, 18/03/2020. 

 

Catatan berita: 

 Pasal 6 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati 

membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

 

 Pasal 32 ayat (2), Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 

b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 



c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Pemerintah; 

d. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu dan berwibawa;  

e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap;  

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun 

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka 

kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 

kejahatan berulang-ulang; 

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat dari kepala Adat;  

h. Sehat Jasmani rohani, nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatanya yang dinyatakan oleh 

Dokter Pemerintah;  

i. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau 

sederajat;   

j. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;  

k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 

l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 

3 (tiga) kali masa jabatan kapala desa; 

m. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; 

n. Bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila sudah terpilih menjadi kepala desa; 

o. Bagi calon kepala desa yang berasal dari ASN, TNI/POLRI, dan pegawai 

BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari pimpinan instansinya masing-masing; 

p. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa. 

 

Dasar hukum: 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2016 Ttg Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa. 


